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PENETAPAN
Nomor : 17/Pdt.G/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara
antara:

BAMBANG SUSANTO, Tempat/Tgl. Lahir Lamongan, 19 Juni 1971, Alamat
Desa Labuhan RT. 06 RW. 01 Kecamatan Brondong
Kabupaten Lamongan, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-
Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin,
Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada MUBASSIRIN, S.H. dan MOH.
MUJIB, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor
MUBASSIRIN, S.H. & REKAN beralamat di Jl. Kampus
Raya Il No. 02 Pati, Desa Dadirejo Kecamatan Margorejo
Kabupaten Pati, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 27 April 2021, selanjutnya dalam hal ini disebut
................................................ PENGGUGAT;

Melawan:

PT. DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk.,beralamat di JI. Raya Pati-Juwana
Km.7 Pondohan, Desa Purmworejo Kecamatan Pati
Kabupaten Pati Jawa Tengah 59119, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada SIMON AROSOKHI GULO dan
Ir. M. FAJAR TRI TJAHJONO, Corporate Secretary dan
GM Finance & AccoUnting PT DUA PUTRA UTAMA
MAKMUR Tbk beralamat di JI. Bukit Aster 5 Hiltop 3 No.
31, RT 02 RW 011 Manyaran, Semarang Barat, Semarang,
Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
8 Maret 2022, selanjunya dalam  hal ini
disebut.........ooiiiii TERGUGAT.
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Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca surat pencabutan gugatan Penggugat Perkara
Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pti, dicabut oleh Kuasa Penggugat dipersidangan
pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 secara tertulis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai
Permohonan Pencabutan perkara gugatan perdata Nomor : 17/Pdt.G/2022/PN

Pti tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 271 Rv mengatur bahwa penggugat/pelawan
dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat/terlawan dengan syarat
pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat/terlawan menyampaikan

jawabannya;

Menimbang, bahwa tata cara pencabutan gugatan/perlawanan
berpedoman pada ketentuan Pasal 272 Rv. Pasal 272 Rv yang mengatur
beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu :

a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan/perlawanan;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan/perlawanan
adalah penggugat/pelawan sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan
penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam
kasus yang bersangkutan. Selain penggugat/pelawan sendiri, pihak lain yang
berhak adalah kuasa vyang ditunjuk oleh penggugat/pelawan.
Penggugat/pelawan memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat
kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR dan di dalam surat kuasa tersebut
dengan tegas diberi penugasan untuk mencabut gugatan/perlawanan;

b. Pencabutan gugatan/perlawanan atas perkara yang belum diperiksa

dilakukan dengan surat;

Pencabutan gugatan/perlawanan atas perkara yang belum diperiksa
mutlak menjadi hak penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari
tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan
yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri (“PN”).
Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan

administrasi yustisial atas pencabutan;
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c. Pencabutan gugatan/perlawanan atas perkara yang sudah diperiksa

dilakukan dalam sidang;

Apabila pencabutan gugatan/perlawanan dilakukan pada saat
pemeriksaan perkara sudah berlangsung, maka ketentuannya adalah apabila
belum ada jawaban dari pihak Tergugat/terlawan, tidak memerlukan
persetujuan pihak Tergugat/terlawan, namun apabila sudah ada jawaban
pihak Tergugat/terlawan maka pencabutan gugatan/perlawanan harus
mendapatkan persetujuan dari tergugatiterlawan. Majelis Hakim akan
menanyakan pendapat tergugat/terlawan mengenai pencabutan gugatan
tersebut. Apabila tergugat/terlawan menolak pencabutan gugatan, maka
Majelis Hakim akan menyampaikan pemyataan dalam sidang untuk
melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
memerintahkan panitera untuk mencatat penolakan dalam berita acara
sidang, sebagai bukti otentik atas penolakan tersebut. Apabila
tergugat/terlawan menyetujui pencabutan, maka Majelis Hakim akan

menerbitkan penetapan atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv juga mengatur mengenai akibat hukum

pencabutan gugatan/perlawanan, antara lain:
a. Pencabutan mengakhiri perkara;

Pencabutan gugatan/perlwanan bersifat final, artinya sengketa
diantara penggugat/pelawan dan tergugat/terlawan telah selesai;

b. Para pihak kembali kepada keadaan semula;

Pencabutan gugatan/perlawanan menimbulkan akibat bagi para
pihak yaitu demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula
sebagaimana halnya sebelum gugatan/perlawanan diajukan, seolah-oleh
diantara para pihak tidak pemah terjadi sengketa. Pengembalian kepada
keadaan semula dituangkan dalam bentuk penetapan apabila pencabutan
terjadi sebelum perkara diperiksa. Selain itu pengembalian kepada keadaan
semula dituangkan dalam bentuk amar putusan/penetapan apabila

pencabutan terjadi atas persetujuan tergugat di persidangan;

c. Biaya perkara dibebankan kepada penggugat/pelawan;
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Pihak yang mencabut gugatan/perlawanan berkewajiban membayar
biaya perkara. Ketentuan ini dianggap wajar dan adil karena penggugat/pelawan
yang mengajukan gugatan dan sebelum PN menjatuhkan putusan tentang
kebenaran dalil gugatan, penggugat sendiri mencabut gugatan/perlawanan yang

diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata
pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat disampaikan
sebelum acara jawaban, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat
dan dihubungkan dengan pasal 271 Rv dan 272 Rv, maka Permohonan
Pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak bertentangan
dengan hukum dan keadilan, sehingga Permohonan Pencabutan gugatan oleh

Kuasa Penggugat tersebut dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan gugatan oleh Kuasa
Penggugat tersebut dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, maka
memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencatat pencabutan
perkara perdata Nomor : 17/Pdt.G/2022/PN Pti tersebut serta mencoret perkara
perdata Nomor : 17/Pdt.G/2022/PN Pti dari Register;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka
segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal HIR, Pasal 271 dan 271 RV dan peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati, Nomor : 17/Pdt.G/2022/PN Pti oleh
Kuasa Penggugat;

2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pti dicabut dan
mencatat pencabutan serta mencoret perkara perdata Nomor
17/Pdt.G/2022/PN Pti dari register;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 190.000,-
(seratus sembilan puluh ribu rupiah);
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Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 oleh kami : LISFER BERUTU, S.H.,
M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan NUNY DEFIARY, S.H., dan ARIS
DWIHARTOYO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan
mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-
Hakim anggota, dibantu NGADIWON sebagai Panitera Pengganti Pengadilan
Negeri Pati, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

NUNY DEFIARY, S.H. LISFER BERUTU, S.H., M.H.

ARIS DWIHARTOYO, S.H.
Panitera Pengganti,

NGADIWON

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

- Proses : Rp. 50.000.-

- Panggilan : Rp. 70.000,-

- PNBP : Rp. 30.000,-

- Meterai : Rp. 10.000,-

- Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
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